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secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama:
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2020 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Periode 2019-2024 [Bukti P-1] diwakili oleh:

1. Nama . Ir. H. Aa Lanyalla Mahmud Mattalitti
Jabatan : Ketua DPD RI
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Jabatan . Wakil Ketua DPD R
Alamat . Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Gelora, Tanah Abang, RT.1/RW.3, Gelora,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10260
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Alamat :Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Gelora, Tanah Abang, RT.1/RW.3, Gelora,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10260
[Bukti P-4]

4. Nama : Sultan Baktiar Najamudin

Jabatan . Wakil Ketua DPD R

Alamat . Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Gelora, Tanah Abang, RT.1/RW.3, Gelora,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10260
[Bukti P-5]

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Il. ~ PARTAI BULAN BINTANG (PBB), badan hukum partai politik yang didirikan tanggal 17 Juli 1998
berdasarkan Akta Nomor 4 yang dibuat oleh Anasrul Jambi, S.H., Notaris di Jakarta [Bukti P-6],
yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2020 tentang
Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang
[Bukti P-7], berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B, RT.04/RW.04,
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12740, dalam hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor: M.HH-6.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan
Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2019-2024 [Bukti P-8], diwakili oleh:

1. Nama . Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Jabatan . Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PBB.
Alamat . Executive Golf Mansion Kav 11-12 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak,
Jakarta Selatan — DKI Jakarta
[Bukti P-9]
2. Nama . Afriansyah Noor, M.Si.
Jabatan . Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PBB
Alamat . Kp. Cipedak Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan
- DKI Jakarta
[Bukti P-10]
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Untuk kemudian, Pemohon | dan Pemohon Il secara bersama-sama disebut Para Pemohon.

Dengan ini mengajukan Permohonan Penguijian (Judicial Review) Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) [Bukti P-11] terhadap Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) kepada Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai Permohonan).

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:
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A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 [Bukti P-12], menyatakan:

Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945:
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 [vide Bukti P-
12], yang selengkapnya berbunyi

Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan
tentang Pemilihan Umum.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan
untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review), demikian pula
berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
(selanjutnya disebut UU MK), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji
Undang-Undang terhadap UUD 1945 [Bukti P-13].

>

Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman)
[Bukti P-14] yang menyatakan:

Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;
b.

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya
lembaga yang berwenang untuk menguiji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD
1945.

5. Bahwadalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021)
menyatakan:

Pasal 2 ayat (4) PMK 2/2021:

Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan
dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu
yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

6.  Berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk
mengadili perkara a quo.
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Materi Muatan UUD 1945 Yang Dijadikan Dasar Pengujian atau Alasan Permohonan Yang
Berbeda

Bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945,
namun khusus untuk materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang
telah diuji, maka harus ditemukan materi muatan UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian yang
berbeda (batu uji) atau alasan permohonan yang berbeda agar Mahkamah Konstitusi dapat
kembali berwenang melakukan pengujian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK
juncto Pasal 78 PMK 2/2021.

Pasal 78 PMK 2/2021:
(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau

Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan
dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan
permohonan yang berbeda.

Bahwa hingga Permohonan ini diajukan telah ada 28 (dua puluh delapan) Putusan Mahkamah
Konstitusi terhadap penguijian presidential threshold. Sembilang belas putusan terhadap penguijian
Pasal 222 UU Pemilu dan sembilan putusan terhadap pengujian Pasal 9 UU 42/2008.

Bahwa mengingat norma Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 memberikan batasan ne
bis in idem hanya untuk undang-undang yang sama, maka Para Pemohon tidak akan
menjadikan 9 Putusan terhadap Pasal 9 UU 42/2008 sebagai acuan untuk menyusun materi
muatan UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian yang berbeda (batu uji berbeda) atau alasan
permohonan yang berbeda. Melainkan Para Pemohon hanya memfokuskan penyusunan batu uji
yang berbeda atau alasan permohonan yang berbeda berdasarkan 19 Putusan terhadap Pasal
222 UU Pemilu.

Bahwa mengingat penguijian terhadap Pasal 222 UU Pemilu telah diajukan sebanyak 19 (sembilan
belas) kali, tentu menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah untuk menemukan batu uji atau
alasan permohonan berbeda. Meskipun demikian, Para Pemohon tetap berikhtiar semaksimal
mungkin untuk menemukan perbedaan-perbedaan tersebut. Untuk lebih jelas mengenai daftar
putusan penguijian Pasal 222 UU Pemilu, dapat disimak dalam tabel berikut:

GRI} TY

No Putusan No Putusan

| aapuuxvot7 | TEAR | 11| etPuUxviRots | TERR
2. | 53PUUXVI017 | DITOLAK | 12 | sapuuxviots | TDAR
3. | sopuuxviot7 | DR |13 | 7apuuxvinzeo | TEAR
4 | 7opuuxvot7 | TORE |4 | eepuuxixeo2t | TEAR
5. | 7PUUXVROTT | oot |5 | espuuxixeozt | TEAR
6. | 72PUuxvi0t7 | e | 6 | ToPuUXixeo2t | TEAR
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7. | a9Puuxvicote | DiToLak | 17 | spuuxweozz | o TEAR
. | sopuuxvizots | (TOAK |8 | ePUUNG022 | b
0. | 54PUUXVI2018 | DITOLAK | 19 | 7PuUXN2022 | TR
10. | 5PUUXVI018 | TER

Bahwa penting untuk Para Pemohon sampaikan, meskipun telah terdapat 19 (sembilan belas)
putusan penguijian Pasal 222 UU Pemilu terhadap UUD 1945, namun hanya 3 (tiga) putusan yang
pokok perkaranya dipertimbangkan. Sementara, 16 (enam belas) sisanya dinyatakan tidak dapat
diterima (niet onvantkelijke verklaard) sehingga pokok perkaranya tidak dipertimbangkan, jikapun
dipertimbangkan, maka Mahkamah hanya menyatakan pertimbangan dalam Putusan 53/PUU-
XV/2017 berlaku mutatis mutandis. Atas dasar tersebut, maka Para Pemohon hanya akan
memaparkan batu uji dan alasan permohonan yang berbeda terhadap 3 (tiga) permohonan yang
pokok perkaranya dipertimbangkan.

Bahwa dari 19 (sembilan belas) putusan pasal 222 UU Pemilu, hanya 3 (tiga) putusan yang ditolak
dan pokok perkaranya dipertimbangkan, yakni Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan Nomor
49/PUU-XVI/2018, dan Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018. Para Pemohon akan menjelaskan
bahwa terdapat perbedaan batu uji atau alasan permohonan yang berbeda antara Permohonan
ini dengan 3 (tiga) permohonan di atas. Untuk lebih jelas silahkan simak tabel di bawah ini:

ALASAN PERMOHONAN YANG BERBEDA

53/PUU-XV/2017: PERMOHONAN A QUO

Pasal 222 UU Pemilu Bukan Merupakan Open
Threshold tidak relevan dan kadaluarsa | Legal Policy sehingga bertentangan dengan
ketika diterapkan untuk Pemilu 2019; Pasal 6A ayat (2) dan 6A ayat (5) UUD 1945.

Pasal 222 UU Pemilu Menjadikan Pemilu
Dikontrol oleh Oligarki Penguasa Modal, bukan

Threshold bertentangan dengan logika Hasil Kehendak Kedaulatan Rakyat ataupun

2 essrentalan Pamil Pilihan Partai Politik sehingga bertentangan
’ dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3)
serta Pasal 6A ayat (3) UUD 1945
Pasal 222 UU Pemilu Merubah Konsep
Threshold mendiskriminasi partai baru | Kandidasi Calon Presiden dan Wakil Presiden
3 | untuk dapat mengusung yang ditentukan Konstitusi sehingga
capres/cawapres; bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD
1945.
Pasal 222 UU Pemilu Lebih Menutup Perubahan
4 Threshold menciptakan tawar menawar | Aspirasi sebagaimana Esensi Pemilu Yang

politik (politik transaksional); Periodik dan Dipilih Langsung oleh Rakyat

sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),
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Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD
1945,

Threshold bertentangan dengan UUD

Pasal 222 UU Pemilu Melanggar Prinsip
Electoral Justice Politik sehingga Bertentangan

g 1945. kare'na. MEMISE SISl dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
Presidensial;
Pasal 222 UU Pemilu Menjadi Senjata Partai
Threshold mengeliminasi fungsi Politik Besar Untuk Menghilangkan Pesaing
6 | evaluasi dari sebuah penyelenggaraan | sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat
Pemilu; (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
; o . s Pasal 222 UU Pemilu Menghilangkan Partisipasi
l::;! Z?g"!?:tn !éiglz!agfntahun 214 Publik dan Hanya Mengakomodir Kepentingan
7 gal syarat pengal Elit Politik sehingga bertentangan dengan Pasal

10

11

capres/cawapres 2019 telah
mencampuraduk suara pemilih;

49/PUU-XVI/2018:

Syarat ambang batas pencalonan yang
berpotensi menghilangkan potensi
lahirnya pasangan capres dan
cawapres alternatif, yang sebenarnya
telah diantisipasi dengan sangat
lengkap bahkan melalui sistem pilpres
putaran kedua;

Bukanlah constttional engineering,
tetapi justru adalah constitutional
breaching;

28 ayat (1) UUD 1945,

Pasal 222 UU Pemilu Menciptakan Polarisasi
| Masyarakat sehingga bertentangan dengan
| Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Pasal 222 UU Pemilu Tidak Berkorelasi Pada
Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia
sehingga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1)
UUD 1945.

= | Pasal 222 UU Pemilu Berpotensi Menutup

| Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden

| sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3)
| dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945.

12

Penghitungan Presidential threshold
berdasarkan hasil Pemilu DPR
sebelumnya telah menghilangkan
esensi pelaksanaan Pemilu;

13

Pasal 222 UU Pemilihan Umum
mengatur “syarat” capres, dan
karenanya bertentangan dengan Pasal
6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya

mendelegasikan pengaturan “tata cara”;
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Pengaturan delegasi “syarat” capres ke
UU ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD
1945, dan tidak terkait pengusulan oleh
parpol, sehingga frasa Pasal 222 UU
Pemilihan Umum yang mengatur
“syarat” capres oleh parpol
bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2)
UUD 1945;

18

Threshold menghilangkan esensi
pemilihan Presiden karena lebih
berpotensi menghadirkan
capres/cawapres tunggal;

16

Kalaupun frasa Pasal 222 UU Pemilihan
Umum dianggap tidak langsung
bertentangan dengan konstitusi, quod
non—tetapi potensi pelanggaran
konstitusi sekecil apapun yang
disebabkan Pasal tersebut harus
diantisipasi Mahkamah, agar tidak
muncul ketidakpastian hukum yang
bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945,

17

Pengusulan capres dilakukan oleh
partai politik peserta Pemilu yang akan
berlangsung bukan “Pemilu anggota
DPR sebelumnya”, sehingga frasa
Pasal 222 UU Pemilihan Umum
bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2)
UUD 1945;

18

Penghitungan Presidential threshold
berdasarkan hasil Pemilu DPR
sebelumnya adalah irasional dan
karenanya frasa Pasal 222 UU
Pemilihan Umum bertentangan dengan

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
54/PUU-XVI1/2018:

Bertentangan dengan Nilai-Nilai

19 | Pancasila yang tidak dapat dipisahkan
dari Pembukaan UUD 1945;
Tidak sesuai dengan prinsip jujur dalam
5 penyelenggaraan Pemilu karena rakyat

(pemilih) dibohongi dan tidak tahu kalau
pilihannya dalam pileg 2014 dijadikan
syarat threshold untuk partai
mengajukan capres/cawapres 2019.
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Tabel di atas menjelaskan, dari 11 (sebelas) alasan permohonan yang Para Pemohon ajukan
pada bagian Pokok Permohonan, terdapat 10 (sepuluh) alasan permohonan yang berbeda dari
20 (dua puluh) alasan permohonan yang sebelumnya telah diajukan dalam pengujian Pasal 222
UU Pemilu. Hanya terdapat 1 (satu) alasan permohonan yang sama yakni perihal argumentasi
bahwa pemberlakukan presidential threshold bukanlah open legal policy. Meskipun begitu, dalam
Permohonan a quo, khusus mengenai dalil ‘bukan open legal policy’ akan dijabarkan dengan lebih
detail disertai argumentasi konstitusional yang berbeda dengan yang pernah diajukan sebelumnya
berdasarkan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018.
Selengkapnya dapat dibaca pada bagian C. Pokok Permohonan.

Berikutnya, meskipun frasa dalam Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 menggunakan
konjungsi “ATAU”, yang berarti bersifat alternatif (berupa pilihan) antara memaparkan alasan batu
uji berbeda atau permohonan yang berbeda. Namun demikian, untuk lebih menguatkan dasar
permohonan ini, meskipun di atas sudah dipaparkan alasan permohonan yang berbeda, Para
Pemohon tetap akan memaparkan rincian batu uji yang berbeda terhadap tiga permohonan
sebelumnya yang diperiksa pokok perkaranya, yaitu sebagai berikut:

BATU UJI UUD 1945 YANG BERBEDA

53/PUU-XV/2017: PERMOHONAN A QUO

| Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 |
| Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 ‘

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
Pasal 28 ayat (1) UUD 1945
Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

O oINocg|Bh|wWwIN|—

Pasal 281 ayat (2) UUD 1945 |

49/PUU-XVI/2018:

Pasal 6 ayat (1) UUD 1945

| Pasal 28J ayat (1) UUD 1945
| Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

20 | Pasal 22E ayat (2) UUD 1945
21 | Pasal 22E ayat (6) UUD 1945

54/PUU-XVI/2018:
23 | Nilai-Nilai Pancasila

24 | Pembukaan UUD 1945
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Tabel di atas menjelaskan, dari 24 (dua puluh empat) batu uji yang sudah disampaikan dalam
Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Nomor 49/PUU-XV1/2018, dan Nomor 54/PUU-XV1/2018, Para
Pemohon menggunakan 16 (enam belas) batu uji, dimana 6 (enam) diantaranya adalah batu uiji
baru (berbeda), dan 10 (sepuluh) diantaranya telah digunakan. Meskipun telah digunakan,
terdapat detail-detail argumentasi yang berbeda yang akan Para Pemohon jelaskan dalam Bagian
Pokok Perkara.

14.  Bahwa Para Pemohon tidak akan menjelaskan secara panjang lebar dan terperinci mengenai batu
uji atau alasan permohonan yang berbeda pada bagian ini. Kami meyakini bahwa Yang Mulia
Hakim Konstitusi adalah para negarawan yang tentunya sangat memahami kontekstualisasi dari
argumentasi di atas.

15.  Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, telah jelas Permohonan a quo merupakan
pengujian Pasal 222 UU Pemilu dengan batu uji atau alasan permohonan yang berbeda dari
permohonan-permohonan yang telah ada sebelumnya, sehingga Mahkamah Konstitusi
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

16.  Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 PMK 2/2021 menentukan pihak-pihak
yang dapat menjadi Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Peraturan Perundang-
Undangan Pengganti Undang-Undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan
sama;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-
undang;

c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau

d. Lembaga negara.

17.  Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK memberikan tafsir yang dimaksud dengan
hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945” [vide Bukti P-13].

18.  Bahwa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor
006/PUU-I11/2005 juncto Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi
pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut:

a.  Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b.  Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu
undang-undang yang diuji;

c.  Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau
setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan
terjadi;

d.  Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang
dimohonkan untuk diuji;

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
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B.1. Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon | sebagai Lembaga Negara

19.

20.

21.

Bahwa kualifikasi Pemohon | sebagai lembaga negara, yang dalam hal ini diwakili oleh:
a. AA Lanyalla Mahmud Mattalitti selaku Ketua DPD RI;

b. Dr. Nono Sampono, M.Si. selaku Wakil Ketua DPD RI;
c. Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. selaku Wakil Ketua DPD RI; dan
d. Sultan Baktiar Najamudin selaku Wakil Ketua DPD RI.

Yang bertindak untuk dan atas nama DPD RI selaku pimpinan berdasarkan Petikan Keputusan
Dewan DPD RI Nomor: 3/DPDRI/I/2019-2020 tanggal 1 Oktober 2019 [Vide Bukti P-1],
karenanya berhak mewakili DPD RI di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 261 ayat (1)
huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang terakhir kali dirubah oleh Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3)
[Bukti P-15] yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 261 ayat (1) huruf f UU MD3
Pimpinan DPD bertugas:
a. ..

— o Q0T

Mewakili DPD di pengadilan;

Serta sesuai dengan hasil Sidang Paripurna DPD RI Rl ke-8 Masa Sidang Ill Tahun 2021-2022
tanggal 18 Februari 2022 dengan agenda acara Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan,
Pengesahan Keputusan DPD RI, dan Pidato Penutupan pada Masa Akhir Masa Sidang Il Tahun
2021-2022 yang memutuskan DPD RI secara kelembagaan untuk mengajukan judicial review
terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diatur dalam Pasal 222
UU Pemilu [Bukti P-16].

Bahwa Pemohon | sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bagian dari
Maijelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut MPR) yang anggotanya
merupakan perwakilan dari 34 (tiga puluh empat) provinsi yang dipilih melalui Pemilu,
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 [vide
Bukti P-12] yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut
dengan undang-undang.

Pasal 22C ayat (1) UUD 1945
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

Bahwa eksistensi daerah-daerah di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pengaturan
presidential threshold, di mana Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

Halaman 10 dari 37



22.

23,

24.

25.

26.

INTEGRITY "oramnaceme ror covernment, [IJET

Pasal 6A ayat (3) UUD 1945

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima
puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh
persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi
di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Frasa “dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah
jumlah provinsi di Indonesia” inilah yang merupakan makna presidential threshold yang
sebenarnya, yakni ambang batas pemenangan. Bukan ambang batas pencalonan sebagaimana
diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu.

Bahwa mengingat Pemohon | adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab
melindungi kepentingan-kepentingan daerah, dan para anggotanya adalah masing-masing adalah
perwakilan provinsi, serta kaitannya dengan posisi provinsi sebagai salah satu unsur presidential
threshold untuk memenangkan pemilihan presiden yang sebenarnya, maka Pemohon | memiliki
kedudukan hukum untuk mengembalikan makna sejati presidential threshold yang telah diubah
dan dikacaukan oleh Pasal 222 UU Pemilu.

Bahwa keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur tentang ketentuan presidential threshold
20% (dua puluh persen) kursi di DPR RI atau 25% suara sah nasional telah menderogasi dan
menghalangi hak serta kewajiban Pemohon | untuk memajukan dan memperjuangkan kesetaraan
bagi putra-putri daerah dalam mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden.
Kehadiran presidential threshold hanya memberikan akses khusus kepada para elit politik yang
memiliki kekuatan tanpa menimbang dengan matang kualitas dan kapabilitas serta keahlian setiap
individu. Padahal, begitu banyak putra-putri daerah yang hebat dan mampu serta sangat layak
untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Oleh sebab itu, keberlakuan Pasal 222 UU
Pemilu secara nyata telah merugikan hak konstitusional Pemohon | sebagaimana diatur dalam
Pasal 22D ayat (3) UUD 1945.

Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah menerima kedudukan hukum (legal standing) DPD RI
sebagai lembaga negara, in casu Pemohon |, dalam Putusan Nomor: 92/PUU-X/2012 terkait
Jjudicial review Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(UU 27/2009, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 atau
UU 17/2014) dan [vide Bukti P-15] dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) terhadap UUD
1945.

Bahwa kedudukan hukum DPD RI sebagai lembaga negara juga pernah dikabulkan oleh
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014 tentang Pengujian UU 17/2014
terhadap UUD 1945.

Bahwa sebagai lembaga negara yang juga menjadi unsur MPR, Pemohon | memiliki tugas untuk
menyuarakan aspirasi rakyat dari tingkat daerah ke tingkat nasional. Agar dapat menghasilkan
kebijakan yang sejalan keinginan masyarakat daerah tersebut. Sebagaimana tugas dan
wewenang Pemohon | diberikan oleh UUD 1945 dalam Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
[vide Bukti P-12] yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22D UUD 1945
(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat
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dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah.

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan
pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-
undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan
daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak,
pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan
Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Bahwa kemudian secara garis besar, Pemohon | memiliki 4 (empat) fungsi dalam menjalankan
tugas dan wewenangnya sebagai lembaga negara perwakilan daerah, sebagaimana diamanatkan
oleh UUD 1945 sebagai berikut:

a. Pengajuan Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan

pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;

lkut dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi darah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah,;

Pemberian pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN) dan Rancangan Undang-
Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan
agama.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, hak dan wewenang Pemohon | sebagaimana diatur dalam
Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 sejatinya memiliki makna yang sangat dalam. Adapun tujuan dari
pengawasan yang dilakukan oleh Pemohon | adalah untuk menjaga dan melindungi kepentingan
daerah, tidak hanya sebagai pemerintahan namun juga masyarakat di dalamnya. Pemohon |
berkewajiban untuk memajukan dan memperjuangkan secara kolektif kepentingan putra-putri
daerah untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, termasuk untuk membuka akses
seluas-luasnya dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.
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Bahwa sudah jelas eksistensi DPD Rl, in casu Pemohon |, sebagai lembaga negara memiliki peran
sentral memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat pusat, sehingga mencegah adanya disparitas
dan disintegrasi bangsa serta memperkuat ikatan daerah. Fungsi, tugas, dan wewenang Pemohon
| sebagai lembaga negara mewakili daerah tersebut tidak terlepas dari permasalahan figur yang
mengisi kursi pimpinan lembaga eksekutif di pemerintah pusat, yakni presiden dan wakil presiden.
Bagaimanapun, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh presiden dan wakil presiden terpilih tetap
dan akan selalu berpengaruh dan berdampak pada kepentingan daerah.

Bahwa pembangunan pasca reformasi sering dihadapkan pada polarisasi antara pusat dan
daerah akibat ego sektoral dan kewilayahan. Persaingan kepemimpinan politik yang bertumpu
pada demokrasi elektoral mempunyai andil masing-masing tingkat kepemimpinan di pusat dan
daerah memiliki kepentingan menjaga populisme, sehingga cenderung mengutamakan janji-jan;i
program kampanye daripada memikirkan kesinambungan dan sinergitas pembangunan daerah.
Masyarakat daerah seolah terpisah dari proses pembangunan, sementara kelompok elit dan para
pelaku usaha lainnya justru mendominasi. Tidak heran jika kemudian hasil pembangunan belum
tentu dirasakan dan dinikmati secara merata, bahkan justru memperlebar kesenjangan.

Bahwa eksistensi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diatur dalam
Pasal 222 UU Pemilu nyatanya telah merugikan daerah dan semakin memperlebar kesenjangan
antara daerah dan pusat. Bila menilik kembali sejarah, gagasan presidential threshold tersebut
bukan merupakan isu baru, namun telah menjadi diskursus publik sejak tahun 2003-2004 saat
bekerjanya komisi konstitusi hingga menjelang Pemilu tahun 2009. Setidaknya terdapat 3 (tiga)
faktor yang membuat Pemohon | memutuskan untuk mengajukan pengujian materiil (judicial
review) terhadap ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu, yakni:

a. Kekecewaan atau ketidakpuasan terhadap pelaksanaan demokrasi;

b. Rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik; dan

c. Kuatnya dukungan masyarakat atas penghapusan ambang batas pencalonan presiden
(presidential threshold), sehingga siapapun dapat mencalonkan diri menjadi calon presiden
dan wakil presiden, khususnya masyarakat di daerah.

Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, Pemohon | memiliki kedudukan hukum
(legal standling) untuk mengajukan judicial review terhadap ketentuan presidential threshold dalam
Pasal 222 UU Pemilu, sebagaimana diatur Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 PMK 2/2021
bahwa lembaga negara dapat menjadi pemohon selama terdapat hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Peraturan Perundang-
Undangan Pengganti Undang-Undang.

Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon Il sebagai Partai Politik Peserta
Pemilu 2019

Bahwa Pemohon Il adalah partai politik berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Hasil Ketetapan Muktamar V, berdasarkan Akta Nomor 40, tanggal 29 Januari 2020,
dibuat dihadapan Notaris Muhamad Hanafi, S.H. [Bukti P-18], yang telah disahkan dengan
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Rl Nomor M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 5 Februari
2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai
Bulan Bintang [Bukti P-19].

Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PBB, in casu Pemohon Il [vide Bukti P-
18] pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
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Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar

Tujuan umum didirikannya Partai ini adalah terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dan berkembangnya kehidupan
demokrasi dengan menghormati kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Pasal 5 Anggaran Dasar
Partai politik ini bersifat mandiri dan aktif melaksanakan al-amru bil-ma’rufi wa naha ‘anil-
munkar dengan cara bijaksana, santun dan mengedepankan keteladanan.

Pasal 6 Anggaran Dasar
Partai politik ini berfungsi sebagai sarana dakwah, Pendidikan, dan perjuangan politik bagi
anggota dan masyarakat.

Pasal 9 ayat (5) huruf ¢ Anggaran Dasar
Kewajiban, Wewenang, dan Tugas Pimpinan Pusat:
Mewakili partai dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan pihak eksternal.

Pasal 7 ayat (12) huruf a angka 2 dan huruf b Anggaran Rumah Tangga
Majelis Syura berwenang dan berfungsi:
a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat yang terkait

dengan:

1. ..

2. Penentuan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia dengan
memperhatikan popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas.

b. Membuat dan memberikan arahan masalah-masalah strategis dalam konsep
pemikiran ke-Islaman dan perjuangan partai.

Bahwa Pemohon Il telah diwakili oleh pihak yang berwenang secara sah, berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-06.AH.11.01. Tahun 2020 tentang
Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2019-
2024, yang mana saat ini Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. menjabat sebagai Ketua
Umum dan Afriansyah Noor, M.Si. sebagai Sekretaris Jenderal [Bukti P-17].

Bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan partai politik peserta Pemilu memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan pengujian materiil Pasal 222 UU Pemilu, sebagaimana
dinyatakan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor: 74/PUU-XVI11/2020 angka [3.6] halaman
44 yang berbunyi sebagai berikut:

“... Baik partai politik peserta pemilihan umum yang tidak berhasil atau bahkan berhasil
menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki suara yang signifikan
untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalam
terminology yang demikian, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas,
maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon
presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon
adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara
eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.”
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Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali terkait kedudukan hukum (legal
standing) partai politik peserta Pemilu dalam pengujian materiil ketentuan Pasal 222 UU Pemilu
dalam Putusan Nomor: 66/PUU-XIX/2021 tanggal 24 Februari 2022, halaman 77 angka [3.6.3],
sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

‘Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian
hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017
sejalan dengan amanat konstitusi yaitu, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan
pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai
politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan
dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik
atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih
suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat
mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara
bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah, bahwa
pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian
konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai
politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk
memilih.

Bahwa sejauh ini, KPU RI belum menetapkan agenda resmi pendaftaran partai politik peserta
pemilu 2024. Berdasarkan Rencana Agenda Tahapan Pemilu 2024 yang disampaikan KPU RI
dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi Il DPR, tahap pendaftaran dan verifikasi partai
politik baru dibuka pada 1-7 Agustus 2022. Oleh sebab itu, Pemohon Il meyakini bahwa
kepesertaan partai politik dalam Pemilu sebagaimana yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi
dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 66/PUU-XIX/2021 adalah Pemilu tahun
2019.

Lihat di https://news.detik.com/berita/d-5941228/2-tahun-lagi-coblosan-ini-rencana-tahapan-
pemilu-2024 [Bukti P-20], diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, pukul 09.28 WIB.

Bahwa selain itu, Pasal 222 sendiri sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menghendaki dalam menghitung syarat pengusungan calon
presiden dan wakil presiden menggunakan hasil suara dalam pemilu sebelumnya. Artinya, untuk
Pemilu 2024 mendatang akan menggunakan hasil Pemilu Legislatif tahun 2019, di mana Pemohon
[l adalah pesertanya.

Bahwa sesuai dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan
Nomor 66/PUU-XIX/2021 di atas, Pemohon Il adalah partai politik peserta Pemilu serentak tahun
2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-
Kpt/03/KPU/111/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-
KPT/03/KPU/I1/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 2019 [Bukti P-21].

Bahwa dalam pemilihan legislatif DPR RI, Pemohon Il meraih suara sebanyak 1.099.849 (satu juta
sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan) atau sebesar 0,79% (nol koma
tujuh puluh sembilan persen) dari total suara yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang
Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik

Halaman 15 dari 37



INTEGRITY "oragaameroncommuey, NI

Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas
Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 31 Agustus 2019 (selanjutnya
disebut KKPU 1316/2019) [Bukti P-22].

42. Bahwa sebagai partai politik peserta pemilu, Pemohon Il seharusnya memiliki hak konstitusional
untuk mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6A
ayat (2) UUD 1945. Namun hak tersebut menjadi berkurang akibat berlakunya Pasal 222 UU
Pemilu yang menambahkan syarat perolehan suara sebanyak 20%. Hal yang mana bertentangan
dengan apa yang ditentukan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

43.  Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka semakin jelas bahwa Pemohon Il memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

C. POKOK PERMOHONAN

44. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

45.  Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan adalah Pasal 222 UU Pemilu, yang b'erbunyi:

Pasal 222 UU Pemilu

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara
nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

46.  Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal
1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat
(3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D
ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945:
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:
Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945:
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar.

Pasal 6A ayat (1) UUD 1945
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Halaman 16 dari 37



47.

48.

INTEGRITY ™ ™ eokstrurion. ano sociery

Pasal 6A ayat (3) UUD 1945

Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh
persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara
disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik
menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6A ayat (4) UUD 1945

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan
calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih
oleh. rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak
dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6A ayat (5) UUD 1945
Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam
undang-undang.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
setiap lima tahun sekali.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28J ayat (1) UUD 1945
Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan
yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Bahwa Para Pemohon izin memberikan penekanan kembali, mengingat argumentasi yang akan
dipaparkan memiliki perbedaan dan karakter khusus dengan permohonan-permohonan
sebelumnya, maka Para Pemohon berharap agar kiranya pertimbangan hukum Mahkamah
nantinya dalam Permohonan a quo tidak diberlakukan mutatis mutandis dengan Pertimbangan
Hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan-putusan sebelumnya.

Bahwa lebih lanjut mengenai dalil-dalil Permohonan Para Pemohon dijabarkan dalam argumentasi
di bawah ini:
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Pasal 222 UU Pemilu Bukan Merupakan Open Legal Policy sehingga bertentangan dengan
Pasal 6A ayat (2) dan 6A ayat (5) UUD 1945.

Bahwa sebagaimana Para Pemohon jelaskan, alasan permohonan mengenai ‘bukan open legal
policy’ telah berulang kali dijadikan dasar pengujian Pasal 222 UU Pemilu. Namun, Para Pemohon
akan memaparkan argumentasi yang berbeda dari permohonan-permohonan sebelumnya. Di
mana Pemohon menyajikan perubahan pandangan Mahkamah dalam pendapat hukumnya, yang
sebelumnya menyatakan sebuah norma sebagai open legal policy, kemudian dengan alasan
pertimbangan original intent, makna teks, dan sistematika pengaturannya dalam UUD 1945,
merubah pandangannya menjadi closed legal policiy.

Bahwa perubahan pandangan tersebut terjadi dalam dalam Putusan Nomor: 072-073/PUU-I1/2004
dan Putusan Nomor: 97/PUU-XI/2013 sebagai berikut:

Putusan Nomor 072-073/PUU-11/2004 Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013
..... Mahkamah berpendapat bahwa secara | Bahwa kewenangan dan kewajiban
konstitusional, pembuat undang-undang Mahkamah telah ditentukan secara limitatif

dapat saja memastikan bahwa Pilkada oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam
langsung itu merupakan perluasan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud | Kewenangan Mahkamah tersebut meliputi
dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
karena itu, perselisihan mengenai yang putusannya bersifat final untuk menguii
hasilnya menjadi bagian dari Undang- Undang terhadap Undang-Undang
kewenangan Mahkamah Konstitusi Dasar, memutus sengketa kewenangan

dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD | lembaga negara yang kewenangannya
1945. Namun pembentuk undang-undang | diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
juga dapat menentukan bahwa Pilkada memutus pembubaran partai politik, dan

langsung itu bukan Pemilu dalam arti memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD | Adapun kewajiban Mahkamah adalah

1945 sehingga perselisihan hasilnya memberikan putusan atas pendapat DPR
ditentukan sebagai tambahan kewenangan | mengenai dugaan pelanggaran hukum yang
Mahkamah Agung sebagaimana dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil

dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 | Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ...
yang berbunyi, ...

[Vide halaman 115 Putusan Nomor 072- | [Vide halaman 53, angka [3.12.1] Putusan
073/PUU-11/2004] Nomor 97/PUU-X1/2013]

Berdasarkan kedua putusan di atas, Mahkamah pada Putusan 072-073/PUU-II/2004
menyatakan pemaknaan Pilkada termasuk rezim Pemilu atau tidak merupakan open legal
policy, sehingga kewenangannya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ataupun
Mahkamah Agung. Namun dalam Putusan Nomor: 97/PUU-X1/2013, Mahkamah mengunci
bahwa kewenangan MK adalah limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat
(2) UUD 1945, sehingga tertutup ruang untuk menambah kewenangan (close legal policy),
termasuk mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Perubahan pendapat Mahkamah Konstitusi ini didasarkan atas alasan original intent, makna
teks, dan sistematika pengaturannya dalam UUD 1945, maupun perkembangan putusan
Mahkamah dalam rangka membangun sistem yang konsisten sesuai dengan UUD 1945. [Vide
halaman 57, Putusan Nomor: 97/PUU-XI1/2013, angka 3.12.5].
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Bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil
presiden memenuhi “persyaratan perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik
pengusul paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima
persen) dari suara sah nasional” bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945,

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah dalam dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-V1/2008 dan
Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan pemberlakuan Pasal 222
UU Pemilu adalah open legal policy karena pendelegasian dari ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD
1945. Secara konseptual, penafsiran tersebut tidak tepat karena ketentuan Pasal 6A Ayat (5) UUD
1945 berkenaan dengan ‘“tatacara’, sedangkan aturan presidential threshold merupakan
mekanisme kandidasi (candidacy/ticketing), yang pengaturannya secara limitatif ditentukan dalam
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Bahwa selain itu, menggolongkan presidential threshold sebagai open legal policy tidaklah tepat.
Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberikan pembatasan terkait syarat pencalonan
presiden dan wakil presiden, sebagai berikut:

(1) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum;

(2) diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Bahwa semestinya, persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden digolongkan sebagai
closed legal policy oleh sebab UUD 1945 telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan.
Berdasarkan preseden putusan Mahkamah Konstitusi, sebuah ketentuan dapat disebut sebagai
open legal policy apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

(1) norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (expressis verbis) dalam UUD 1945; atau

(2) norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Sedangkan ketentuan presidential threshold tidak memenuhi kedua syarat tersebut karena Pasal
6A ayat (2) UUD 1945 telah terang benderang dan jelas mengatur persyaratan pengusulan calon
presiden dan wakil presiden.

Bahwa selanjutnya, menilik Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada Buku V tentang
Pemilihan Umum, tidak terdapat pembahasan tentang presidential threshold. Adapun yang
ditemukan hanya enam kali penyebutan frasa threshold dari dua orang anggota Panitia Ad Hoc
Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2001-2002, yaitu Ir. Pataniari
Siahaan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Prof. Dr. H. Soedijarto,
M.A. dari fraksi Utusan Golongan, yang itupun merujuk pada electoral threshold, bukan
presidential threshold. Pembahasan tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan atau
rumusan tertentu. Oleh karena itu, dikaji dari segi original intent, keberadaan presidential threshold
tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi [Bukti P-49].

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka dengan menggunakan pendekatan alasan
original intent, makna teks, dan sistematika pengaturan, maka ada baiknya Mahkamah
mempertimbangkan ulang pandangannya dari yang semula menyatakan Pasal 222 UU Pemilu
adalah open legal policy, menjadi closed legal policy dan menyatakan keberlakuan Pasal 222 UU
Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan 6A ayat (5) UUD 1945.
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C.2 Pasal 222 UU Pemilu Menjadikan Pemilu Dikontrol oleh Oligarki dan Penguasa Modal,
sehingga Bukan merupakan Hasil Kehendak Kedaulatan Rakyat ataupun Pilihan Substantif
Partai Politik sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal
6A ayat (3) UUD 1945

57.  Bahwa keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) serta
Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD 1945, serta negara Indonesia adalah negara hukum di mana arah
bangsa ditentukan berdasarkan prinsip demokrasi, bukan berdasarkan prinsip kekuasaan
(machstaat).

58.  Bahwa pertentangan itu nyata karena pemberlakuan ambang batas pengusungan calon Presiden
dan Wakil Presiden menjadikan Pemilu mudah dikontrol oleh oligarki dan pemodal. Sehingga hasil
Pemilu bukan merepresentasikan pilihan rakyat atau pilihan partai politik secara substansial,
namun hanya pilihan segelintir elit politik yang dipengaruhi kepentingan bisnis oligarki. Para
pemodal akan kembali terus menerus diuntungkan dan semakin memperkuat posisinya melalui
keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu.

59. Bahwa prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan dengan sistem demokrasi, menghendaki
pemerintah yang terpilih merepresentasikan dan mengedepankan kepentingan rakyat. Sebagai
mana yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, yakni dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

60. Namun, keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu yang menghilangkan probabilitas bagi partai politik
untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara mandiri, menjadi
ruang munculnya fenomena hijacking democracy, yang menempatkan pemodal sebagai pihak
yang paling berdaulat di Indonesia, bukan lagi rakyat.

61. Bahwa tidak hanya menciptakan, Pasal 222 UU Pemilu juga melanggenggkan fenomena hijacking
democracy tersebut. Sebagaimana kita ketahui dari fakta yang sudah menjadi pemahaman umum.
Beberapa tahun belakangan hingga saat ini, ‘berbagai Undang-Undang kontroversial begitu
mudahnya disusun dan disahkan oleh Presiden dan DPR. UU Minerba, UU KPK, UU Cipta Kerja,
dan UU IKN adalah cermin nyata yang jika kita pandang secara objektif menggunakan pemikiran
jernih dan hati nurani, merupakan regulasi yang sangat mencederai kedaulatan rakyat. Namun,
ratusan juta rakyat Indonesia tidak dapat berbuat banyak dihadapan oligarki yang menjadi juru
taktik sekaligus eksekutor aturan-aturan tersebut.

62. Bahwa untuk keluar dari permasalahan tersebut, keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu harus
dihapuskan. Hal ini pasti mempersulit para oligarki menancapkan kekuasaannya jika semakin
banyak pihak yang berpeluang mencalonkan diri sebagai calon Presiden. Melemahnya peran
oligarch dalam kontestasi Pemilu berimplikasi pada menguatnya pelaksanaan pemerintahan yang
benar-benar dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan oligarki. Dengan
begitu, kedaulatan rakyat akan lebih berpeluang untuk berdiri tegak di Indonesia.

63.  Selain itu, keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu juga bertentangan dengan prinsip negara hukum.
Sebagaimana diungkapkan oleh F. Julius Stahl ciri dari negara hukum adalah:
a.  government by law;

b separation of power;
c.  human rights protection; dan
d administrative court.
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Dengan berlakunya Pasal 222 UU Pemilu berdampak pada pemerintahan yang kali ini berjalan tidak lagi
berdasarkan hukum (government by law), melainkan berdasarkan kekuatan pemodal (government by
capitalist).

Bahwa hal di atas terbukti dengan pengesahan undang-undang dalam beberapa tahun
belakangan yang sangat obsesif terhadap pemberian fleksibilitas pada pemodal. Legislatif menjadi
hanya seakan stempel dari pemerintah. Bahkan, ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan
Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Presiden memberikan pernyataan resmi yang condong
menjamin pemodal, bukan menjamin rakyat. Hal itu sebagaimana dapat disimak dalam pidato
presiden yang menyatakan:

“...Saya pastikan kepada para pelaku usaha dan investor dari dalam dan luar negeri
bahwa investasi yang telah dilakukan, sedang, dan akan berproses, tetap aman dan
terjamin. Pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia...”

https://bisnis.tempo.co/read/1533802/jokowi-saya-pastikan-pemerintah-menjamin-keamanan-
investasi-di-indonesia/full&view=ok, diakses pada Senin, 21 Maret 2022, pukul 20:47 WIB. [Buki
P-50]

Bahwa pun demikian Pasal 222 UU Pemilu sejatinya telah melanggar Pasal 6A ayat (3) UUD 1945
yang mengamanatkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan
mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu atau
sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah
jumlah provinsi di Indonesia.

Bahwa penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebagaimana
diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu pun didukung oleh banyak pihak dari berbagai latar belakang,
mulai dari negarawan, tokoh publik, pejabat negara, ASN, diaspora, masyarakat pemerhati
demokrasi, LSM, organisasi masyarakat Islam, akademisi, bahkan mahasiswa. [Bukti P-35
sampai dengan Bukti P-48]

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, telah jelas keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.

Pasal 222 UU Pemilu Merubah Konsep Kandidasi Calon Presiden dan Wakil Presiden yang
ditentukan Konstitusi sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Bahwa Pasal 222 UU Pemilu telah melanggar ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Menurut
Para Pemohon, Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 memberikan hak konstitusional (constitutional right)
kepada setiap partai politik peserta pemilihan umum untuk dapat mencalonkan pasangan calon
presiden dan wakil presiden, baik sendiri maupun bersama-sama dengan partai politik lain.
Sepanjang menjadi peserta pemilihan umum, partai politik berhak mengusung pasangan calon
presiden dan wakil presiden.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 222 UU Pemilu yang menentukan syarat minimal perolehan
20% (dua puluh persen) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) berdasarkan hasil pemilihan
umum sebelumnya agar dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, telah
mengakibatkan Pemohon Il kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengajukan pasangan calon
presiden dan wakil presiden.
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70.  Bahwa Mahkamah Konstitusi juga pernah mengemukakan pendapatnya yang mengunci Pasal 6A
ayat (2) untuk tidak dapat ditafsirkan lain, hal itu dapat dilihat dalam Putusan Nomor 56/PUU-
VI/2008 halaman 121 sebagai berikut:

“Bahwa frasa “partai politik atau gabungan partai politik”, dalam Pasal 6A ayat (2)
UUD 1945 secara tegas bermakna bahwa hanya partai politik atau gabungan partai
politiklah yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, frasa
dimaksud tidak memberi peluang adanya interpretasi lain, seperti menafsirkannya
dengan kata-kata diusulkan oleh perseorangan (independen) apalagi pada saat
pembicaraannya di MPR telah muncul wacana adanya Calon Presiden secara independen
atau calon yang tidak diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tetapi tidak
disetujui oleh MPR. Kehendak awal (original intent) dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 jelas
menggambarkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik sajalah yang dapat
mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum
Presiden dan Wakil Presiden (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku 1V “Kekuasaan Pemerintahan Negara”
Jilid 1, halaman 165 — 360);

71.  Bahwa pendapat Mahkamah diatas dengan jelas dan tegas menyatakan hanya partai politik atau
gabungan partai politik yang dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden, TIDAK
MEMBERI PELUAN ADANYA INTERPRETASI LAIN. Dengan begitu, apa yang terkandung
dalam Pasal 222 UU Pemilu merupakan PENAFSIRAN LAIN, sehingga merubah esensi dari Pasal
BA ayat (2), dari ‘diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik’ menjadi ‘diusung oleh
partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan kursi DPR 20% atau suara sah
nasional sebanyak 25%. Sampai pada titik ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa keberlakuan
Pasal 222 bertentangan dengan pendapat Mahkamah sebelumnya, dan bertentangan dengan
original intent UUD 1945.

72.  Bahwa Pemohon Il juga ingin mengingatkan Mahkamah atas pendapatnya yang tertuang dalam
Putusan Nomor 4/PUU-X1/2013, halaman 69 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa terhadap permohonan agar partai politik diartikan sebagai partai politik
yang diusulkan oleh golongan rakyat, golongan buruh, golongan petani, golongan kaum
miskin kota, golongan fungsional seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan Kongres Nasional
Rakyat yang dihadiri oleh utusan-utusan golongan, menurut Mahkamah hal yang demikian
tidak masuk akal dan tidak mungkin diatur secara teknis dalam sistem kepartaian.
Keberadaan partai politik sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat sudah berlaku
universal dan sudah menyediakan tempat terhadap golongan-golongan yang dimaksud
oleh Pemohon. Oleh sebab itu seharusnya golongan-golongan tersebut dapat menentukan
pilihannya sendiri untuk bergabung ke dalam salah satu partai politik yang keberadaannya
telah sah menurut Undang-Undang. Akan halnya pada saat ini golongan-golongan tersebut
belum terwadahi kepentingannya dalam partai politik yang ada, maka golongan-golongan
tersebut dapat membentuk partai politik sendiri sesuai dengan peraturan perundang-
undangan,”

73.  Bahwa dari pendapat Mahkamah di atas, terdapat 2 (dua) yang perlu untuk menjadi renungan kita
bersama, yakni:
a. Pada putusan tersebut, Mahkamah menolak argumentasi Pemohon untuk mengartikan Partai

Politik dalam Pasal 6A ayat (2) sebagai partai yang diusulkan oleh golongan rakyat, golongan
buruh, golongan petani, dsh. Seharusnya, logika yang sama juga diterapkan terhadap Pasal

Halaman 22 dari 37



74.

75.

76.

INTEGRITY ™o I

222 UU Pemilu, di mana Makamah harus menolak penafsiran partai politik diikuti dengan
syarat ‘yang memperoleh kursi 20% di DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional’.

b. Mahkamah mengarahkan pemohon dalam putusan a quo untuk membentuk partai politik baru
agar dapat melaksanakan haknya untuk mengusungkan calon presiden. Penting untuk kami
tekankan, saat ini Pemohon Il sudah menjadi partai politik dan sudah menjadi peserta pemilu.
Namun sampai sejauh ini tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya untuk mengusung
calon presiden atau wakil presiden sendiri akibat terganjal Pasal 222 UU Pemilu. Oleh sebab
itu, jika Mahkamah konsisten dengan pendapatnya, seharusnya menyatakan dengan tegas
bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah inkonstitusional.

Bahwa terhadap dalil di atas, bisa saja Presiden dan DPR menyatakan hak konstitusional
Pemohon |l tidak terlanggar dengan adanya Pasal 222 UU Pemilu, karena Pemohon Il bisa
melakukan koalisi dengan partai politik lain agar mencapai ambang batas yang dipersyaratkan.
Tentu pemikiran tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Di
mana frasa “partai politik atau gabungan partai politik” menggunakan konjungsi “ATAU”. Sehingga
kedua subjek yang disebutkan, baik partai politik atau gabungan partai, memiliki hak yang sama
untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu
yang ‘memaksa’ Pemohon Il untuk berkoalisi, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2)
UUD 1945. Lebih jauh, lagi-lagi pasal 6A tersebut hanya mensyaratkan partai politik peserta
pemilu, sebagaimana halnya Pemohon II, tanpa ada embel-embel syarat besaran kursi atau suara
sebagaimana yang dimunculkan dalam Pasal 222 UU Pemilu.

Bahwa secara teoritis, suatu hak yang diberikan oleh konstitusi menjadi hak konstitusional
(constitutional right) yang tidak boleh dihilangkan ataupun direduksi dalam peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah, sebagaimana hierarki peraturan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU PUU) [Bukti P-23],
yakni sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) UU PUU

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah Provinsi; dan

9. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Do Q0T

Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang menghilangkan hak konstitusional Pemohon jelas-jelas
bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, sudah
seharusnya Pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa selama Pasal 222 UU Pemilu tetap terus berlaku dan mengikat, maka penghilangan hak
konstitusional (constitutional right) bagi Pemohon Il dalam mengusulkan pasangan calon presiden
dan wakil presiden akan terus berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan presiden.
Bahkan juga menghilangkan hak konstitusional partai politik lainnya. Apabila diletakkan dalam
konteks Pemilu tahun 2024 mendatang, ketentuan presidential threshold dapat menghilangkan
hak konstitusional (constitutional right) Pemohon Il dan partai politik nonparlemen serta partai
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politik baru lainnya seperti Partai Ummat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora),
Partai Buruh, dan partai lainnya untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan argumentasi di atas, jelas-jelas keberlakukan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan
dengan Pasal 6A ayat (2) UU Pemilu.

Pasal 222 UU Pemilu Lebih Menutup Perubahan Aspirasi sebagaimana Esensi Pemilu Yang
Periodik dan Dipilih Langsung oleh Rakyat sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),
Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

Bahwa Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip negara hukum, presiden di;ilih langsung
oleh rakyat, dan Pemilu yang periodik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat
(1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Ketiga Pasal UUD 1945 di atas mengandung makna
perubahan dimungkinkan sepanjang diinginkan oleh rakyat dan sesuai konstitusi.

Bahwa keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu yang mensyaratkan ambang batas pengusungan calon
Presiden dan Wakil Presiden sebesar 20% perolehan kursi di DPR RI atau 25% suara sah
nasional, apalagi berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, sama saja mengekang aspirasi rakyat
untuk tidak berubah selama 5 tahun. Mana mungkin syarat pencalonan presiden tersusun dari
hasil Pemilu 5 tahun sebelumnya. Tentu selama 5 tahun berjalannya pemerintah, terdapat
perubahan aspirasi politik dari rakyat. Dan hal ini tidak terakomodir dengan hadirnya ketentuan
Pasal 222 UU Pemilu.

Bahwa Pasal 222 lebih condong ke status quo yang tidak demokratis ketimbang kepada arus
perubahan yang reformis. Pasal 222 lebih menguntungkan parpol lama—terlebih dengan syarat
hasil pemilu 5 tahun sebelumnya, dan akibatnya akan cenderung mempertahankan kekuasaan
lama dan menutup peluang perubahan (reformasi). Padahal kekuasaan yang cenderung bertahan
lama tetap akan cenderung koruptif, dan karenanya membutuhkan pembaharuan. Karena itu,
pasal 222 harus dihilangkan untuk membuka ruang lebih lebar bagi arus perubahan sesuai dengan
dinamika dan aspirasi rakyat pemilih, yang lebih sesuai dengan esensi pemilihan presiden
langsung oleh rakyat sebagaimana diamanatkan pasal 6A UUD 1945, dan pemilu yang periodik
sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
setiap lima tahun sekali.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka jelas terlihat bahwa keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Pasal 222 UU Pemilu Melanggar Prinsip Electoral Justice sehingga Bertentangan dengan
Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

Bahwa keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu juga melanggar ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD
1945 dimana penerapan presidential threshold tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilihan
umum (electoral justice) yang mensyaratkan adanya kesamaan perlakuan di antara peserta
pemilihan umum.

Bahwa keputusan pembentuk undang-undang yang memberlakukan Pasal 222 telah
menghilangkan hak konstitusional (constitutional right) partai politik baru yang berdasarkan
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ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memiliki kesempatan yang sama dengan partai politik yang
telah memiliki kursi di parlemen untuk mencalonkan/mengusung pasangan presiden dan wakil
presiden.

Bahwa dalam pandangan Hamdan Zoelva, sistem ambang batas pencalonan presiden atau
presidential threshold tidak logis untuk diterapkan karena menghalangi partai politik yang tidak
lolos parlemen untuk mencalonkan kader potensialnya maju dalam pemilihan presiden. Bahkan
partai yang telah lolos parlemen pun belum tentu dapat mengusung pasangan calon presiden dan
wakil presiden.
https://www.merdeka.com/peristiwa/hamdan-zoelva-nilai-presidential-threshold-hilangkan-hak-
parpol.html [Bukti P-24] diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, pukul 12.08 WIB.

Bahwa selain itu, penerapan Pasal 222 UU Pemilu juga dapat menimbulkan efek negatif terhadap
eksistensi partai politik non-parlemen, partai politik baru dan partai politik kecil yang diharuskan
berebut kursi untuk bergabung dengan partai besar demi mencalonkan pasangan calon presiden
dan mendapatkan efek ekor jas (coattail effect) dari calon presiden yang diusung.

Bahwa secara faktual, penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold)
telah memberikan dampak buruk terhadap pembangunan demokrasi subtansial (substantive
democracy), yang terbukti pada penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2019 dimana menurut
Bambang Widjojanto merupakan pemilihan umum terburuk sepanjang sejarah pemilihan di
Indonesia pasca reformasi tahun 1998.
https://nasional.kompas.com/read/2019/04/21/16380511/bambang-widjojanto-pengamat-sebut-
pemilu-2019-terburuk-pasca-reformasi [Bukti P-25] diakses pada 16 Maret 2022, pukul 12.09 WIB
WIB.

Bahwa dengan memberlakukan ketentuan presidential threshold, proses pencalonan menjadi
sangat sulit dan berpotensi memunculkan praktik candidacy buying serta korupsi politik. Hal
tersebut sebagaimana terjadi dalam pemilihan kepala daerah yang juga mengadopsi threshold, di
mana menurut rilis Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak 2005 terdapat 300 (tiga ratus) kepala
daerah yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/15133851/kpk-catat-300-kepala-daerah-jadi-
tersangka-korupsi-sejak-pilkada-langsung [Bukti P-26] diakses pada 16 Maret 2022, pukul 12.10
WIB.

Bahwa pada Pemilihan Presiden tahun 2009 lalu, terdapat fenomena pembelian kandidiasi
(candidacy buying) yang dialami oleh Rizal Ramli sebagai dampak buruk dari eksistensi
presidential threshold. Pada saat itu, Rizal Ramli ditawari oleh setidaknya 3 (tiga) partai politik
yang telah memiliki kursi di DPR dan suara pada pemilihan presiden sebelumnya untuk menjadi
calon presiden dengan mahar sejumlah Rp300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) untuk
masing-masing partai politik, sehingga total yang harus dikeluarkan oleh Rizal Ramli untuk menjadi
calon presiden adalah Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus milyar rupiah).
https://wartaekonomi.co.id/read356133/mau-jadi-Presiden-siap-siap-setor-ke-partai-di-atas-rp1-
triliun [Bukti P-27] diakses pada 16 Maret 2022, pukul 12.10 WIB.

Bahwa menanggapi fenomena pembelian kandidasi (candidacy buying) tersebut, Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, menyatakan pada pokoknya “seharusnya keberlakuan
president threshold dihapuskan atau nol persen, karena dalam praktiknya president
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threshold telah mengakibatkan terjadinya tindak korupsi sebagai akibat mahalnya biaya
politik (politik transaksional)’.
https://nasional.sindonews.com/read/624409/12/cegah-biaya-politik-tinggi-firli-bahuri-
seharusnya-pt-bukan-20-tapi-0-1639123930 [Bukti P-28] diakses pada 16 Maret 2022, pukul
12.11 WIB.

Bahwa pengalaman tersebut sejatinya dapat dijadikan pelajaran. Dengan adanya batasan untuk
mencalonkan diri sebagai presiden telah membuka ruang bagi para oknum partai politik untuk
memperjualbelikan kursi dan suaranya kepada para pemilik modal atau oligarki yang ingin
mencalonkan diri atau mencalonkan orang lain sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Justru,
eksistensi Pasal 222 UU Pemilu telah secara tidak langsung mendukung praktik candidacy buying
tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, jelas-jelas keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu
bertentagan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Pasal 222 UU Pemilu Menjadi Senjata Partai Politik Besar Untuk Menghilangkan Pesaing
sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

Bahwa ketentuan presidential threshold telah mengabaikan prinsip perlakuan yang sama di
hadapan hukum (equality before the law) dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena telah mempersempit peluang
munculnya tokoh-tokoh alternatif dalam kontestasi pemilihan presiden.

Bahwa secara faktual, penerapan Pasal 222 UU Pemilu telah mengakibatkan jabatan presiden
hanya dapat diakses oleh para pemilik modal atau oligarki politik sehingga menurut penalaran
hukum yang wajar berpotensi menghambat regenerasi pemimpin bangsa. Ketentuan ini
merupakan upaya terselubung bahkan terang-terangan dari partai-partai besar yang ditunggangi
oligarch untuk menghilangkan pesaing atau penantang dalam pemilihan presiden. Oleh karena
itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat menghapus ketentuan atau syarat presidential
threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu.

Bahwa faktanya, pemberlakuan Pasal 222 UU Pemilu juga telah mengakibatkan adanya
ketidakadilan dan diskriminasi dalam proses pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada
tahun 2019, yakni terdapat partai politik yang pada Pemilu tahun 2014 tidak memiliki perwakilan
di DPR, in casu Pemohon Il tidak dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden mereka
dikarenakan tidak memenuhi ambang batas.

Bahwa selain itu, pemberlakuan Pasal 222 UU Pemilu telah terbukti mengakibatkan ketidakadilan
dan diskriminasi terhadap putra-putri terbaik bangsa yang tinggal di daerah-daerah, yang mana
menjadi tanggung jawab bagi Pemohon | untuk mengadvokasikan hak-hak bagi mereka.

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka jelas-jelas keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Pasal 222 UU Pemilu Menghilangkan Partisipasi Publik dan Hanya Mengakomodir
Kepentingan Elit Politik sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945

Bahwa Pasal 28J ayat (1) UU 1945 mewajibkan setiap orang untuk menghormati hak asasi
manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini juga
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berlaku bagi wakil rakyat yang duduk di kursi DPR RI, khususnya dalam melaksanakan tugas
menyusun undang-undang.

98. Bahwa pembentuk undang-undang (lawmaker) dalam merumuskan dan menetapkan ketentuan
ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebanyak 20% (dua puluh persen)
kursi atau 25% (dua puluh lima persen) suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya
tidak didasarkan pada penghormatan atau pemenuhan hak rakyat untuk memilih (right to vote)
atau mendapatkan sebanyak-banyak pilihan alternatif pasangan calon presiden.

99. Bahwa seharusnya pembentuk undang-undang (lawmaker) dalam menetapkan presidential
threshold tidak melalui mekanisme voting atau suara terbanyak, melainkan dengan melibatkan
partisipasi seluruh elemen masyarakat (terutama yang kontra terhadap penerapan presidential
threshold) dan secara proporsional mengakomodir suara minoritas dalam kelembagan parlemen.

100. Bahwa secara faktual, mekanisme voting atau suara terbanyak dalam pengesahan UU Pemilu
direspon oleh 4 (empat) fraksi partai politik dengan aksi walk out, yakni fraksi Partai Gerakan
Indonesia Raya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Demokrat, dan fraksi Partai Amanat
Nasional yang menginginkan ambang batas pengajuan kandidat presiden menjadi 0 persen.
https://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/23582701/voting-pengesahan-ruu-pemilu-
diwarnai-aksi-walk-out-empat-fraksi [Bukti P-29] diakses pada 16 Maret 2022, pukul 12.23 WIB.

101.  Bahwa dalam sistem demokrasi, setiap keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada legitimasi
suara terbanyak tanpa mengindahkan penghormatan atau pemenuhan hak rakyat sebagai pemilih
untuk mendapatkan pilihan kandidat pasangan presiden dan wakil presiden yang lebih banyak dan
berkualitas.

102. Bahwa selanjutnya dalam menentukan angka ambang batas pencalonan presiden (presidential
threshold), pembentuk undang-undang lebih banyak mendasarkannya pada kepentingan politik
(menghilangkan penantang dalam pemilihan presiden) dan tidak dilandasi atau berbasis pada
kepentingan pemilih serta pembangunan demokrasi subtansial. Oleh karenanya, Pasal 222 UU
Pemilu tidak memiliki legitimasi politik yang kokoh dari seluruh perwakilan rakyat.

103. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, telah jelas keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu
bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

C.8 Pasal 222 UU Pemilu Menciptakan Polarisasi Masyarakat sehingga bertentangan dengan
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

104. Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menghendaki setiap masyarakat untuk tunduk pada
pembatasan yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka menghormati hak dan kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Namun,
keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu menjadi trigger utama terlanggarnya kaidah konstitusional
tersebut di masyarakat. Khususnya di tataran daerah yang menjadi tanggung jawab Pemohon .

105. Bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2014 dan tahun 2019 yang menghadirkan 2
(dua) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sama, yakni Joko Widodo dan
Prabowo Subianto, telah memberikan pelajaran berharga bagi para pembentuk kebijakan (policy
maker) untuk mengeliminasi atau menghapus pemberlakuan ketentuan presidential threshold
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karena telah melahirkan kegaduhan politik atau polarisasi dukungan politik yang berlarut-larut dan
mengancam rasa aman dan keutuhan masyarakat.

106. Bahwa dalam melaksanakan pemilihan umum, sudah seharusnya agar dapat didahulukan prinsip
adab dan sopan santun serta tertib dan damai, bukan menjadi momok menakutkan bagi setiap
pemilih dalam menyampaikan/menyalurkan aspirasi dan pilihan politiknya di muka umum. Alhasil,
menciptakan politik identitas dan pendengung (buzzer) bayaran yang menyebarkan berita bohong
(hoax), bahkan eksploitasi ujaran kebencian yang menjadikan masyarakat terpecah ke dalam 2
(dua) kelompok besar, mengikuti pasangan calon presiden yang didukungnya [Bukti P-30].

107. Bahwa konsekuensilogis Pasal 222 UU Pemilu yang hanya menghadirkan 2 (dua) pasangan calon
presiden telah terbukti menghadirkan politik identitas, sebaran berita bohong atau hoaks, dan
eksploitasi ujaran kebencian yang menjadikan masyarakat terpecah ke dalam 2 (dua) kelompok
besar, mengikuti pasangan calon presiden yang didukungnya.

108. Bahwa akibat dari perpecahan dukungan politik tersebut nyatanya telah mengakibatkan jatuhnya
korban jiwa. Seperti yang terjadi di Sampang-Madura pada tanggal 23 November 2018 dimana
terjadi pembunuhan dengan senjata api yang ditenggarai berawal dari cekcok di media sosial
hanya karena perbedaan pilihan calon presiden. Contoh lain terjadi di Yogyakarta ketika
pendukung salah satu calon presiden, Prabowo Subianto, dipukuli dan ditembak dengan replika
senjata api (airsoft gun) usai menghadiri kampanye terbuka pada tanggal 8 April 2019. Masih di
Yogyakarta, pada tanggal 7 April 2019 terjadi penyerangan terhadap markas besar Front Pembela
Islam saat konvoi kampanye pemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil presiden, Ir. Joko
Widodo dan Ma'ruf Amin, oleh Ormas Tentara Langit Familia dan simpatisan PDIP. Kemudian di
Temanggung-Jawa Tengah, juga terjadi bentrokan antara Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) dan
organisasi laskar Partai Persatuan Pembangunan yang mendukung calon presiden Prabowo
Subianto dengan anggota massa PDIP.
https://tirto.id/pilpres-2019-aksi-walk-out-bentrok-hingga-cekcok-berujung-maut-dmap [Bukti P-
31] diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, Pukul 12.34 WIB.

109. Bahwa dalam skala yang lebih besar, perpecahan dukungan politik juga mengakibatkan terjadinya
kerusuhan memilukan yang telah mencoreng demokrasi di Indonesia. Kerusuhan tersebut terjadi
selama 3 (tiga) hari pada tanggal 21-23 Mei 2019 di Jakarta yang menelan korban jiwa berjumlah
893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) orang, 9 (sembilan) diantaranya meninggal dunia.
https://tirto.id/cerita-data-korban-demo-21-23-mei-terbanyak-di-tanah-abang-edeC [Bukti P-32]
diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, Pukul 12.34 WIB.

110. Bahwa penerapan presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu
seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang
mensyaratkan pembatasan hak asasi manusia diberlakukan “dengan maksud untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

111. Bahwa Para Pemohon berpendapat pembatasan hak asasi manusia dalam Pasal 222 UU Pemilu
tersebut tidak didasarkan pada alasan yang rasional-konstitusional dan moralitas konstitusi (rules
of constitutional morality). Justru sebaliknya, penerapan ambang batas pencalonan presiden telah
menyebabkan ekses-ekses negatif bagi demokrasi Indonesia, seperti candidacy buying,
penyingkiran pesaing di tahap awal sebelum pemilihan, dan percukongan politik yang telah
menyebabkan demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal yakni menjadikan uang sebagai
landasan untuk memilih pemimpin.
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112. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga/pengawal demokrasi (the guardian of democracy)
memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan
dengan damai tanpa adanya intimidasi atau ketakutan, sehingga warga negara mendapatkan
pemimpin terbaik untuk memimpin bangsa Indonesia yang besar dan majemuk ini. Oleh karena
itu, dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, cukup beralasan bagi
Mahkamah Konstitusi untuk menghapus atau membatalkan keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu.

C.9 Pasal 222 UU Pemilu Tidak Berkorelasi Pada Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia
sehinga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945

113. Bahwa Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan Indonesia. Hal ini merupakan salah satu dari
amanat reformasi yang berupaya memperkuat sistem pemerintahan presidensil. Namun, amanat
ini menjadi terderogasi akibat ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang memaksa calon presiden dan
wakil presiden, harus diusulkan oleh dukungan partai atau koalisi partai politik demi memenuhi
syarat ambang batas, yang bisa mereduksi inti sistem presidencial. Yaitu, mengedepankan pula
kualitas kandidat, agar hadir presiden yang bukan hanya didukung oleh besaran kursi atau suara
parpol, tetapi juga mempunyai kualitas kepemimpinan yang terbaik.

114. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 53/PUU-XV/2017 menyatakan
“‘pemberlakuan/penerapan presidential threshold bersesuaian dengan penguatan sistem
Presidensial”, yang menurut Para Pemohon secara konseptual maupun faktual justru tidak tepat
karena dengan porsi dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang besar tidak selalu
mutatis mutandis menjadikan pasangan calon tersebut dapat memenangi pemilihan presiden.

115. Bahwa secara a contrario, penghapusan Pasal 222 UU Pemilu justru akan mendorong partai politik
untuk mengajukan calon-calon terbaiknya karena jika tidak, maka calon tersebut akan dikalahkan
oleh calon-calon alternatif yang muncul secara lebih genuine dan memiliki kapasitas. Kontestasi
pemilihan presiden akan menjadi lebih terbuka dan transparan yang mendorong partai politik
memunculkan calon terbaik untuk dapat merebut sebanyak-banyak hati pemilih.

116. Bahwa selanjutnya, dukungan minoritas di parlemen untuk presiden juga tidak selalu berujung
atau ditafsirkan melemahkan posisi presiden. Bahkan, jika berkaca ke pemilihan presiden tahun
2004 dimana penerapan ambang pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden batas hanya
3% (tiga persen) kursi di DPR atau 5% (lima persen) suara sah nasional, juga tidak menunjukkan
adanya hambatan jalannya pemerintahan presidensial yang saat itu dijabat oleh Susilo Bambang
Yudhoyono - Jusuf Kalla. Sekali lagi hal ini menunjukkan, penerapan ambang batas pengusungan
Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki korelasi terhadap penguatan sistem
presidensial.

117. Bahwa sebagaimana sama-sama kita ketahui, dalam sistem presidensil, koalisi tidak hanya terjadi
pada saat menjelang Pemilu. Melainkan juga terjadi pada saat pemerintahan yang terpilih sedang
melaksanakan jabatannya. Dengan demikian, secara alamiah dukungan parlemen terhadap
eksekutif akan berangsur-angsur tumbuh. Sehingga tidak ada korelasi antara keberlakuan Pasal
222 UU Pemilu dengan penguatan sistem presidensil di Indonesia. Hal itu dapat kita lihat pada
pengalaman Pemilihan Presiden Tahun 2014, dimana Pasangan Calon Ir. Joko Widodo — Jusuf
Kalla hanya mendapat dukungan dari 34.46% kursi di DPR RI, kalah dari pesaingnya yakni
Prabowo — Hatta dengan diusung 51.9% kursi DPR RI. Namun, begitu Ir. Joko Widodo — Jusuf
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Kalla terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, terbentuk koalisi pasca pemilu yang
menghasilkan dukungan parlemen jauh lebih besar, menjadi 69% kursi di DPR.

Bahkan dalam Pemilu Presiden tahun 2019 yang kembali mempertemukan 2 (dua) kandidat calon
presiden yang sama, yakni Ir. Joko Widodo — Ma’ruf Amin berhadapan dengan Prabowo — Sandi,
koalisi pasca Pemilu kembali terulang dan jauh lebih ekstrem, di mana kubu Prabowo — Sandi
sebagai peserta yang kalah dalam Pemilu, akhirnya bergabung dan berkoalisi dengan pemerintah
terpilih (Ir. Joko Widodo — Ma’ruf Amin), sehingga saat ini komposisi dukungan parlemen terhadap
pemerintah mencapai 82% dukungan parlemen. Hal ini semakin membuktikan bahwa
penghapusan Pasal 222 UU Pemilu tidak akan mengancam sistem presidensial, karena faktanya
koalisi pemerintahan bukan hanya bisa terjadi sebelum pemilihan presiden, tetapi setelah adanya
presiden terpilih.

Bahwa dalam praktik ketatanegaraan, mayoritas negara-negara yang menganut sistem
Presidensial dengan sistem multipartai tidak menerapkan sistem ambang batas pencalonan

TE

presiden (presidential threshold), yang daftar negara-negaranya sebagai berikut:

No. Negara Penjelasan Sistem Partai

1 Peru Tidak mengenal adanya presidential Multipartai dengan
threshold atau ambang batas minimal 10 Partai Politik yang
untuk maju menjadi seorang presiden di berada di dalam
Peru. Berdasarkan Pasal 111 Konstitusi parlemen dan 20
Peru, presiden dan wakil presiden dipilih Partai Politik yang
secara langsung oleh rakyat dengan berada di luar
persentase melebihi 50% + 1. Apabila parlemen.!
kurang, maka akan dilaksanakan putaran
kedua dengan 2 calon presiden dan wakil
presiden. Sebelumnya pada pemilihan
presiden tahun 2016, terdapat 8 calon
pasang untuk memperebutkan kursi
kekuasaan eksekutif di negara tersebut.

2. Brazil Dalam pemilihan presiden dan wakil Multipartai dengan

presiden di Brazil, negara tersebut tidak
mengakui keberadaan sistem presidential
threshold. Hal ini diatur dalam Konstitusi
Brazil Bab V Pasal 17 tentang Partai
Politik dimana diberikan kewenangan
secara penuh kepada partai politik untuk
mengatur dirinya sendiri dan diberikan
kebebasan untuk mengajukan calonnya di
pemerintahan, mulai dari tingkat nasional
(pemilihan presiden) sampai dengan
tingkat distrik/kota (walikota). Sehingga,
pada tahun 2018, terdapat 13
pasangangan calon presiden dan calon
wakil presiden yang pada akhirnya

24 Partai Politik yang
berada di dalam
parlemen (majelis
rendah dan majelis
tinggi) dan 9 Partai
Politik yang berada di
luar parlemen.?

1 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of political_parties_in_Peru#Other parties, diakses pada Rabu, 16 Maret 2022,

pukul 13.10 WIB.

2 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of political_parties_in_Brazil, diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, pukul 13.10 WIB.
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dilaksanakan 2 putaran dan dimenangkan
oleh Jair Bolsonaro.

3. Meksiko

Dalam pemilihan presiden, Meksiko tidak
mengenal ambang batas pencalonan
Presiden. Bahkan, jalur independen pun
terbuka lebar bagi siapapun yang ingin
maju pada ajang kontestasi politik terbesar
di Meksiko tersebut. Selama bakal calon
memenuhi syarat yang telah ditentukan
oleh Konstitusi dan Undang-Undang terkait
di Meksiko, seperti batas umur minimal 35
(tiga puluh lima) tahun, warga negara
Meksiko, dan setidaknya menetap di
Meksiko 1 (satu) tahun sebelum masa
pemilihan presiden dilaksanakan. Dalam
pemilihan presiden Meksiko tahun 2018,
terdapat 4 (empat) orang calon presiden
yang bertarung pada ajang politik tersebut,
di mana salah satu diantaranya maju
melalui jalur independen yaitu Margarita
Zavala.

Multipartai dengan 7
Partai Politik yang
berada di dalam
parlemen.3

4, Uruguay

Uruguay adalah Negara Kesatuan
Republik Demokrasi Perwakilan dengan
sistem Presidensial. Sistem pemilihan
presiden Uruguay dilakukan tanpa
menggunakan ambang batas pencalonan
presiden (presidential threshold). Setiap
partai politik diwajibkan untuk mengajukan
kandidat presidennya masing-masing dan
pemenangnya ditentukan dengan sistem 2
(dua) ronde. Pada pemilihan presiden
tahun 2019, terdapat 11 (sebelas) partai
politik yang mencalonkan 11 (sebelas)
kandidat presiden masing-masing.

Multipartai dengan 6
Partai Politik yang
berada di dalam
parlemen (majelis
rendah dan majelis
tinggi) dan 10 Partai
Politik yang berada di
luar parlemen.

5. Kolombia

Pemerintah Kolombia menggunakan
sistem Presidensial dan demokrasi
perwakilan berdasarkan Konstitusi
Kolombia tahun 1991. Pemilihan dilakukan
secara langsung tanpa menggunakan
presidential threshold dan pemenangnya
ditentukan dalam 2 (dua) ronde.

Multipartai dengan
20 Partai Politik dan
seluruhnya berada di
dalam parlemen
(maijelis rendah dan
majelis tinggi).®

WIB.

WIB.

WIB.

3 https:/len.wikipedia.org/wiki/Politics_of Mexico#Political_parties, diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, pukul 13.10

4 https:/len.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_Uruguay, diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, pukul 13.11

5 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of political_parties_in_Colombia, diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, pukul 13.11
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6. | Masih banyak
lagi negara yang
menganut sistem
Presidensial
tanpa
presidential
threshold, seperti
Afganistan,
Zambia, Shieraa
Leone, Ghana,
Nigeria,
Kolombia,
Ekuador, Chili.

Kesemuanya tidak mengakui presidential
threshold.

120. Bahwa lebih spesifik, Uruguay dapat diambil menjadi contoh negara dengan sistem presidensial,
multipartai, dan desain kepemiluan yang dekat dengan Indonesia. Desain pemilu Uruguay
dilakukan secara serentak, Presiden dan Wakil Presiden juga dipilih dalam 1 (satu) pasang,
dimana threshold keterpilihan Presiden apabila meraih lebih dari 50% (lima puluh persen) suara,
jika tidak maka akan diadakan putaran kedua. Pemilhan umum di Uruguay diselenggarakan oleh
badan independen berupa Mahkamah Pemilu yang terdiri dari 9 anggota dan menjabat selama 5
(lima) tahun. Terkait dengan kandidasi Presiden, setiap partai politik di Uruguay diwajibkan
mengusung pasangan calon. Saat ini, Urugay menempati peringkat 15 (lima belas) dari 167
(seratus enam puluh tujuh) negara indeks demokrasi dunia, di mana terklasifikasi sebagai
demokrasi penuh. Berbeda dengan Indonesia yang menempati urutan ke 64 (enam puluh empat)
dengan klasifikasi demokrasi tidak sempurna.6

121. Bahwa menurut peneliti politik terkemuka di tanah air, Burhanuddin Muhtadi, bahwa penerapan
presidential threshold tidak lazim digunakan di negara yang menganut sistem presidensial. Apalagi
dengan syarat calon presiden harus memenuhi 20% (dua puluh persen) kursi di parlemen atau
25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional bagi partai maupun gabungan partai
pengusungnya. Persyaratan tersebut dinilai aneh karena bersifat pembatasan orang untuk maju
sebagai calon presiden. Padahal, konstitusi tidak membatasinya. Bahkan di Amerika Serikat, calon
independen pun bisa maju sebagai calon presiden. Perlu digarisbawahi, di negara lain presidential
threshold bertujuan sebagai syarat untuk menang setelah pemilihan presiden berlangsung.’
[Bukti P-33]

122. Bahwa hal demikian terjadi karena presidential threshold yang dirumuskan dalam Pasal 222 UU
Pemilu digunakan sebagai tolak ukur bagi warga negara, apakah yang bersangkutan layak atau
tidak untuk menjadi kandidat atau pasangan calon presiden dan wakil presiden. Padahal
prinsipnya, dengan mengutip pendapat J. Mark Payne, dkk dalam bukunya yang berjudul
“Democracies In Development: Politics And Reform In Latin America”, presidential threshold
dimaknai sebagai “Jika orang berbicara tentang pemilihan umum terkait presidential threshold itu,
maka yang dimaksudkan adalah syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden”.8

6 https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks Demokrasi, diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, pukul 13.12 WIB.

7 John Andhi Oktaveri, Burhanuddin Muhtadi: Presidential Threshold Aneh dan Tak Lazim di Negara Lain, Bisnis.com,
5 Januari 2022 https://kabar24.bisnis.com/read/20220105/15/1485821/burhanuddin-muhtadi-presidential-threshold-aneh-
dan-tak-lazim-di-negara-lain, diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, pukul 13.15 WIB.

8 Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan limu Pemerintahan dan Jurusan limu
Pemerintahan Fisipol UGM, 2009, hal. 19
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Bahwa tidak seperti syarat pencalonan di Indonesia, di negara-negara Eropa, nominasi seseorang
yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden cenderung lebih terbuka. Sehingga, tidak sedikit
warga negara yang berpeluang menjadi presiden, setidak-tidaknya terdaftar sebagai calon. Tanpa
mengurangi hak pencalonan presiden, sistem pemilihan langsung di negara-negara lain
dilaksanakan melalui 2 (dua) putaran. Dikutip dari angka 9 halaman 3 “Report on Thresholds and
Other Features of Electoral Systems which Bar Parties from Access to Parliament (Il)” yang
disusun oleh European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), dapat
diperoleh makna bahwa para calon akan melalui primary election yang merupakan tahapan awal
pemilihan guna menyaring para calon yang berhak melaju ke putaran pemilihan berikutnya.?

Bahwa dalam praktiknya, tahapan pemilihan sebanyak 2 (dua) kali guna mengakomodir hak warga
negara dan partai politik yang ingin mencalonkan kandidat sebagai presiden, diterapkan di
Amerika Serikat tanpa menerapkan ambang batas. Alhasil, partai-partai—yang tidak sebesar
Democrats dan Republicans—dapat mendorong calonnya tanpa akumulasi suara dan tidak
bergantung pada suara partai lain. Diterangkan oleh Ken Kollman, peneliti University of Michigan,
dalam bukunya “The American Political System (Second Core Edition, 2014 Election Update)”
bahwa:

“In a typical presidential election, numerous political parties other than the Democrats and
Republicans are listed on the ballot. (This is also true in elections for Congress or state-level
offices.) In 2012 and then again in the 2014 congressional elections, for instance, it was
common to see candidates representing the Greens, the Libertarians, or the Independent
Party.10”

Dalam terjemahan bebas:
“Dalam pemilihan presiden, begitu banyak partai politik selain Democrats dan Republican
dicatatkan pada surat suara. (Hal ini juga berlaku dalam pemilihan untuk Kongres atau
kantor tingkat negara bagian.) Pada tahun 2012 dan kemudian dalam pemilihan kongres
2014, misalnya, adalah hal yang lazim mendapati kandidat yang mewakili the Greens, the
Libertarians, or the Independent.”

Dari keterangan tersebut, dapat dimaknai bahwa banyaknya partai politik yang dapat mengusung
calon presiden, secara tidak langsung membuka kesempatan yang luas bagi warga Amerika untuk
menentukan calon terbaik. Kemudian pada saat bersamaan, pemilihan umum akan terselenggara
secara lebih kompetitif karena diikuti oleh berbagai calon presiden.

Bahwa hal di atas simultan dengan persyaratan yang relatif ringan dan berlaku di Amerika Serikat
(AS). Berdasarkan U.S. Constitutional Requirements for Presidential Candidates yang diakses dari
tautan resmi pemilihan umum AS (https://www.usa.gov/election)!!, syarat untuk menjadi calon

9 Selengkapnya, The latter is more complex and raises the question of political parties' recognition and their selection

procedure, for example whether this is in the hands of the leadership, the various party bodies or the membership as a whole,
or — as seems to be a growing trend — is based on a primary elections system. European Commission for Democracy
Through Law (Venice Commission), Report on Thresholds and Other Features of Electoral Systems which Bar Parties from
Access to Parliament (Il), CDL-AD (2010) 007, 15 Maret 2010, https://www.venice.coe.int/webforms/events/, diakses pada
Rabu, 16 Maret 2022, pukul 13.13 WIB.

10 Ken Kollman, The American Political System Second Core Edition, 2014 Election Update (New York: W. W. Norton

& Company, Inc., 2014, him. 460.

1 USAGov, Presidential Election Process, https://lwww.usa.gov/election, diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, pukul

13.13 WIB.
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presiden, yaitu: a) Lahir di AS dan masih menjadi warga negara Amerika Serikat (be a natural-
born citizen of the United States); b) minimal berusia 35 (tiga puluh lima) tahun (be at least 35
years old); dan c) telah menetap di AS selama 14 (empat belas) tahun (have been a resident of
the United States for 14 years).

Bahwa setiap warga AS yang memenuhi syarat-syarat di atas selanjutnya wajib menyediakan
paling sedikit USD 5.000 untuk keperluan kampanye dan wajib mendaftarkan dirinya ke Federal
Election Commission (selanjutnya disebut FEC)—semacam KPU di Indonesia. Pendaftaran
tersebut termasuk menunjuk panitia kampanye untuk mengumpulkan dan membelanjakan dana

kampanye. 12

Bahwa menurut Christcisco Komari - Activist Democracy City Council tahun 2002 dan 2008 dalam
Permohonan ini memaparkan data dalam artikelnya bahwa pada pemilihan presiden AS tahun
2020, sebanyak 1.212 (seribu dua ratus dua belas) calon terdaftar di FEC. Dari total keseluruhan
calon tersebut, dalam waktu 8 (delapan) bulan hingga 12 (dua belas) bulan kampanye hingga
mendekati kira-kira 1 (satu) bulan sebelum hari pemilihan umum (general election), pada akhirnya
hanya akan tersisa 4 (empat) pasangan, 3 (tiga) pasangan atau bahkan cuma 2 (dua) pasangan.'?
[Bukti P-34] Menyusutnya jumlah calon yang ribuan itu, kata Chris disebabkan etika politik para
kandidat yang akan mundur dengan sendirinya apabila elektabilitas calon tersebut telah
ketinggalan jauh dari kandidat lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak cukup kuat alasan untuk membatasi hak warga negara
yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden dengan berdasarkan Pasal 222 UU Pemilu sebab
ambang batas seharusnya diterapkan pada persentase suara untuk menjadi presiden, bukan
menjadi calon presiden. AS menerapkan persyaratan yang begitu ringan terkait pencalonan
presiden yang pada dasarnya mengundang warga negara terbaiknya untuk berlomba-lomba
menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara.

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka dengan jelas dapat disimpulkan bahwa
keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

Pasal 222 UU Pemilu Berpotensi Menutup Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden
sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945

Bahwa penerapan presidential threshold berpotensi menutup ruang dilaksanakannya putaran
kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Hal ini
terbukti pada penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2014 dan tahun 2019 dimana hanya
menghadirkan 2 (dua) pasangan calon presiden yang sama, yakni Joko Widodo dan Prabowo
Subianto.

Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 secara implisit menghendaki
munculnya beberapa pasangan calon dalam pemilihan presiden, yang tidak mungkin dilaksanakan
dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 50/PUU-XI1/2014.

12 [pid.
13 Christcisco Komari, Dear Hakim MK, Indonesia Mau Mencari Contoh Perbandingan Negara Mana Lagi?,

Kronologi.id, 7 Februari 2022, https:/kronologi.id/2022/02/07/dear-hakim-mk-indonesia-mau-mencari-contoh-perbandingan-
negara-mana-lagi, diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, pukul 13.14 WIB.
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132. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 justru memberikan basis
konstitusi (constitutional basis) terhadap munculnya calon presiden lebih dari dua pasangan calon,
sehingga presidential threshold jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan
Pasal 6A ayat (4) UUD 1945.

133. Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV-2017, Hakim Konstitusi Saldi Isra,
menyatakan pada pokoknya “rezim ambang batas pencalonan Presiden mengakibatkan
masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon
pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta Pemilihan Umum”, yang
selengkapnya sebagai berikut:

[Halaman 145 ... Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, penggunaan ambang batas
untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden potensial mengamputasi salah
satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa
depan. Disadari atau tidak, dengan rezim Presidential threshold, masyarakat tidak
memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin
bangsa yang dihasilkan partai politik peserta Pemilu. Dengan membuka kesempatan
kepada semua partai politik peserta Pemilu mengajukan pasangan calon Presiden (dan
Wakil Presiden), masyarakat dapat melihat ketersediaan calon pemimpin bagi masa
depan. Selain itu, masyarakat juga disediakan pilihan yang beragam untuk calon
pemimpin tertinggi di jajaran eksekutif. Yang tidak kalah pentingnya, melihat situasi
terakhir terutama pasca Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden 2014), menghapus ambang
batas maka calon Presiden (dan Wakil Presiden) berpotensi lebih banyak dibanding Pemilu
2014. Dengan jumlah calon yang lebih banyak dan beragam, pembelahan dan
ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat dapat dikurangi dengan tersedianya
banyak pilihan dalam Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) 2019. Di atas itu semua,
penyelenggaraan Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) serentak dengan Pemilu DPR,
pembentuk undang-undang telah kehilangan dasar argumentasi konstitusional untuk terus
mempertahankan rezim ambang batas (Presidential threshold) yang telah dipraktikkan
sejak Pemilu 2004).

134. Selanjutnya, dalam putusan Mahkamah Nomor 5§3/PUU-XV-2017, Hakim Konstitusi Suhartoyo
juga mengkonfirmasi bahwa “mempertahankan ambang batas (presidential threshold) dalam
proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian
jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem Presidensial’, selengkapnya
sebagai berikut:

[Halaman 141 ... Dalam sistem Presidensial, melalui Pemilu langsung, mandat rakyat
diberikan secara terpisah masing-masing kepada pemegang kekuasaan legislatif dan
kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Karena sama-sama berasal dari
pemilihan langsung, mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan legislatif belum
tentu sama, bahkan sejumlah fakta empiris membuktikan acapkali berbeda, dengan mandat
yang diberikan kepada pemegang kekuasaan eksekutif. Menggunakan hasil Pemilu
legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika dalam
pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem parlementer.
Artinya, dengan logika sistem pemerintahan, mempertahankan ambang batas
(Presidential threshold) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas
memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer
ke dalam sistem Presidensial. Padahal, salah satu gagasan sentral di balik perubahan
UUD 1945 adalah untuk memurnikan (purifikasi) sistem pemerintahan Presidensial
Indonesia. Pertanyaan elementer yang niscaya diajukan. mengapa ambang batas
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pengajuan calon Presiden (dan Wakil Presiden) dipertahankan ketika keberadaannya
menyimpang dari logika sistem Presidensial? Bahkan, studi komparasi
menunjukkan, misalnya Amerika Serikat, negara yang selalu menjadi rujukan utama
praktik sistem pemerintahan Presidensial sama sekali tidak mengenal aturan ambang
batas dalam pengusulan calon Presiden (dan Wakil Presiden)]’.

135. Bahwa sejalan dengan dalil Permohonan Pemohon, Jimly Asshiddigie pernah memberikan
pernyataannya agar ambang batas pencalonan presiden 20% (dua puluh persen) kursi atau 25%
(dua puluh lima persen) suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya dihapuskan,
sehingga mendorong munculnya lebih dari 2 (dua) kandidat pasangan calon presiden dan wakil
presiden.
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/04/22/pqd2by377-jimly-sebaiknya-ambang-
batas-presiden-20-persen-dihapus [vide Bukti P-35] diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, pukul
14.22 WIB.

136. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka telah jelas keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan
dengan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim
Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.
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